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Abstrak

Perkembangan zaman yang berimplikasi pada lahirnya berbagai fenomena dan
persoalan hukum membutuhkan jawaban. Banyak persoalan yang tidak
terpenuhi/teratasi oleh aturan hukum Islam dan hukum keluarga di Indonesia. Oleh
karena itu, perlu ijtihad kontemporer dalam rangka menjawab berbagai persoalan
aktual tersebut. Artikel ini memaparkan tentang urgensi ijtihad kontemporer dalam
rangka pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Ijtihad kontemporer dilakukan
dengan mensinergikan metode usul fikih klasik dengan metode ilmiah modern.
Banyak persoalan yang harus diakomodir dalam rangka menghasilkan hukum
keluarga yang compitable dengan kehidupan masyarakat modern saat ini, seperti
kesetaraan jender, HAM, perkembangan sains dan teknologi modern serta
perkembangan sosio-kultural masyarakat. Ada beberapa model ijtihad yang biasa
digunakan ulama dalam menjawab permasalahan dalam kehidupan masyarakat.
Ijtthad yang paling mungkin dan cocok dilakukan dalam rangka melakukan
pembaruan hukum keluarga di Indonesia adalah dengan menggunakan metode
mu’tadil mutawazin atau metode istisfahg> karena metode ini mempertemukan
maslahat menurut nasgfan maslahat manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata kunci: persoalan aktual, ijtihad kontemporer, pembaruan hukum keluarga,
maslahat

Abstract

The advancement in many fields of human life has led to the emergence of law
problems which are not covered by the existing laws. So it is the case with the family
law in Indonesian context. A contemporary ijtihad is, then, needed to answer those
law problems. This article exposes the urgent need of the contemporary ijtihad to
redefine the family law in Indonesian context. The contemporary ijtihad is conducted
through the combination of classic ushul figh method and the scientific modern
method. Many problems need to be moderated to generate family law which is
compatible with the modern society such as gender issues, human rights, advanced
science and technology, and socio-cultural issues. There are several ijtihad methods
commonly used by Muslim scholars (u/ama) to answer law problems. This writing
shows that the most suitable ijtihad method to redefine the family law problems
within Indonesian context is mu’tadil mutawazin method or the istisfahpPmethod,
because this method matches maslahat based on scriptures (nasgy and maslahat
found in the society.
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A. Pendahuluan

Perkembangan  zaman  telah
membawa implikasi pada perkembangan
fenomena yang terjadi di dalam
kehidupan masyarakat, tak terkecuali
masyarakat muslim.' Hal ini tentunya
akan selalu bersentuhan dan berimplikasi
pada aspek hukum, tak terkecuali hukum
Islam.” Pernyataan bahwa hukum Islam
selalu compatible (sgbhli kull zama» wa
makarr) dengan segala tempat dan zaman
nampaknya tidak selalu tepat.’ Banyak
kasus, penemuan baru dan peristiwa
hukum yang belum diatur secara spesifik
atau bahkan belum diatur sama sekali
oleh fikih dan hukum Islam yang berlaku
di sebuah negara. Namun demikian,
timbulnya penemuan baru  akibat
kemajuan ilmu dan teknologi (iptek)
tidak semestinya dihadapkan secara
konfrontatif* dengan nasg} tetapi
seharusnya dicari pemecahannya secara
ijtihadi.”  Ijtthad  sebagai  produk
penalaran manusia terhadap wahyu di
satu pihak, dan kenyataan sosial di pihak
lain, telah menunjukkan elastisitas dan
dinamika fikih.® Usul fikih dan fikih
sudah seharusnya berkembang dalam
menghadapai realitas kehidupan modern
terseut.’

Berbagai permasalahan
kontemporer dalam bidang hukum
keluarga sering tidak terjawab secara
tuntas oleh fikih dan hukum keluarga di
Indonesia. Sekedar contoh, pernikahan
beda agama, waris beda agama, proedur
dan syarat poligami, nasab bayi tabung,
pernikahan via internet atau
teleconference, perceraian dengan
berdasarkan  alat bukti  elektronik,
kesetaraan jender dalam keluarga dan
permasalahan kontemporer lainnya.

Tulisan ini mencoba membahas
tentang pentingnya ijtihad kontemporer
atau ijtthad segar dan aktual (fresh
ijtihad)® dengan menggunakan berbagai
pendekatan, termasuk sains dalam
menjawab dan menyelesaikan berbagai
problem hukum keluarga di Indonesia.

Penulisan ini penting karena pertama,
untuk membuka cakrawala berfikir
bahwa perubahan zaman dengan segala
produknya yang berimplikasi pada
kehidupan  sosial masyarakat, tak
terkecuali permasalahan keluarga
memerlukan jawaban yang komprehensif.
Kedua, memberikan pemahaman bahwa
ijtihad kontemporer bukan berarti ijtthad
yang hanya melihat pada realitas konteks
sosial dan situasi semata tanpa
berlandaskan teks-teks agama atau nasg/
[jtihad kontemporer harus berlandaskan
teks dengan mendialogkannya dengan
konteks zaman dan situasi dan realitas
sosial. Ketiga, untuk menggugah dan
memberikan motivasi kepada para
intelektual dan wulama untuk selalu
melakukan ijtihad kontekstual dan aktual,
sebagai tanggung jawab intelektual
mereka untuk menyelesaikan berbagai
persoalan yang muncul di tengah-tengah
kehidupan masyarakat, khususnya
permasalahan dalam bidang hukum
keluarga.

B. Urgensi Ijtihad Kontemporer
untuk Mengembangkan Hukum
Keluarga di Indonesia

[jtihad merupakan salah satu asas
tegaknya fikih di dalam agama dan
kehidupan Islam. Oleh karena itu, urusan
agama, dan juga urusan dunia, tidak akan
selamanya berjalan tanpa ijtihad.” Ijtihad
dalam Islam mempunyai kedudukan yang
sangat penting, karena tampa ijtihad akan
terjadi  ke-mandeg-an  perkembangan
hukum. Mengenai tertutupnya pintu
ijtihad, menurut Mawardi, Joseph

Schacht adalah sarjana Barat yang

pertama kali berkeyakinan mapannya

ketertutupan pintu ijtihad dalam sejarah
perkembangan modern hukum Islam,
yang meniscayakan lahirnya periode
baru, yaitu periode taklid sejak akhir
tahun 300 H.'° Namun demikian,
menurut penulis, pada dasarnya selama
ini pintu ijtthad tidak tertutup rapat,
masih ada kegiatan ijtihad, hanya saja
gaungnya memang tidak sebesar ijtihad



yang dilakukan oleh para Imam
Mazhab."' Maka wajar apabila banyak
permasalahan yang selama ini hukumnya
tidak ter-cover oleh ijithad ulama.
Padahal ketika ada permasalahan yang
belum ada ketentuan hukum, maka
seorang mujtahid atau yang capable
mempunyai tanggung jawab moral dan
intelektual untuk melaksanakan ijtihad
dalam rangka menjawab permasalahan
tersebut.'”

Masyarakat yang terus berubah
dengan cepat karena perkembangan ilmu
dan teknologi di satu sisi, dan karena
hukum Islam yang dikesankan kaku dan
statis oleh sementara orang di sisi lain,
membawa kepada kesimpulan yang
sederhana bahwa hukum Islam tidak
relevan lagi untuk masa kini, apalagi
untuk masa yang akan datang.
Kesimpulan tersebut tidak benar apabila
1jtihad sebagai dinamisator hukum Islam
terus diefektifkan.'’Agar hukum Islam
tetap aktual untuk mengatur kehidupan
umat Islam di masa kini, diperlukan
hukum Islam dalam bentuknya yang baru
dan tidak mesti mengambil alih semua
fikih yang lama. 14 Artinya dimaksudkan
untuk diadakan usaha taqjdi¢ atau
reformulasi  fikih  keluarga.  Untuk
mencapai itu tentu saja tidak akan bisa
lepas dari peran usul fikih dengan
ijtihadnya sebagai pondasi fikih.

Salah satu pembaruan hukum di
Indonesia yang sangat mendesak saat ini
adalah pembaruan hukum keluarga,
meski sudah ada Undang-Undang No. 1
tahun 1974" tentang Perkawinan dan
Impres No. 1 tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai
pedoman resmi dalam bidang hukum
material bagi para hakim di lingkungan
Peradilan Agama di seluruh Indonesia.
Setidaknya ada beberapa alasan yang
sekaligus menjadi faktor pembaruan
hukum Islam di Indonesia.'® Pertama,
untuk mengisi kekosongan hukum,
karena norma-norma yang terdapat dalam
kitab-kitab fikih tidak mengaturnya,
sedangkan kebutuhan masyarakat

terhadap hukum tentang masalah yang
terjadi sangat mendesak untuk
diterapkan. Kedua, pengaruh globalisasi,
ekonomi dan IPTEKS sehingga perlu ada
aturan hukum yang mengaturnya,
terutama masalah-masalah yang belum
ada aturan hukumnya.'” Ketiga, pengaruh
reformasi dalam berbagai bidang yang
memberikan peluang kepada hukum
Islam untuk menjadi bahan acuan dalam
membuat hukum nasional. Keempat,
pengaruh pembaruan hukum Islam yang
dilakukan oleh para mujtahid, baik
tingkat nasional maupun internasional. 18

Secara  khusus, pentingnya
pembaruan hukum Keluarga di Indonesia
karena, Pertama, memberikan kepastian
hukum bagi masalah-masalah
perkawinan, sebab, sebelum adanya
Undang-undang  Perkawinan  hanya
bersifat judge made law; kedua,
melindungi hak-hak kaum wanita, dan
sekaligus memenuhi keinginan dan
harapan kaum wanita; ketiga,
menciptakan undang-undang yang sesuai
dengan tuntutan zaman." Tuntutan ini
berupa peristiwa yang memerlukan
pemecahannya secara hukum. Banyak
peristiwa yang muncul namun belum ada
aturan hukum yang dijadikan rujukan
untuk penyelesaiannya. Karena hukum
selalu tertinggal dari peristiwanya (het
recht hinkt achter de feiten aan). Itu
adalah sifat hukum.*

Perkembangan zaman dan
perkembangan teknologi informasi dan
telekomunikasi setidaknya perlu

diakomodasi dalam sistem hukum dengan
membuat aturan yang dapat meng-cover
dan mengimbangi perkembangan
tersebut.  Sebagai  contoh, dengan
perkembangan teknologi seperti internet
memungkinkan seseorang melaksanakan
pernikahan dengan teleconference atau
bahkan melalui jejaring sosial di internet
seperti ~ Facebook, Twiter, Yahoo
Massanger atau jejaring sosial lainnya.
Permasalah-permasalah ini belum diatur
secara tegas dan komprehensif dalam
hukum  perkawinan di  Indonesia.



Perkembangan teknologi tersebut juga
berimplikasi pada perkembangan alat
bukti*' dalam bidang perkawinan bagi
para pithak yang berperkara di
pengadilan. Walaupun sebagian
persoalan yang muncul pada masa
kontemporer telah diperbincangkan oleh
ulama terdahulu, tetapi kasus dan
kondisinya tidak sama persis, sehingga
perlu dikaji lagi.**

Berangkat dari pemaparan di atas,
kebutuhan yang sangat mendesak bukan
hanya pada tataran pembaruan pemikiran
hukum Islam, akan tetapi langkah
kongkrit dan metodenya.” Saat ini sangat
perlu diadakan ijtthad kontemporer,
ijtihad segar (fresh ijtihad) dalam rangka
menemukan formulasi hukum keluarga
yang tepat dan kontekstual serta dapat
menjawab berbagai persoalan hukum
keluarga sebagaimana dicontohkan di
atas.  Ijtthad  kontemporer  dapat
dilaksanakan dengan melibatkan berbagai
kalangan dari berbagai latar belakang,
dengan demikian ijtthad dilakukan
dengan berbagai pendekatan agar
menghasilkan aturan hukum yang tepat
dan dapat menjawab substansi masalah
yang ada.

C. Makna, Model, dan Perangkat
Ijtihad Kontemporer

1. Makna Ijtihad Kontemporer

Bila menilik definisi ijtihad dalam
karya ulama klasik, maka secara umum
dapat ditarik kesimpulan bahwa ijtihad
adalah mengerahkan segala kemampuan
keilmuan untuk mendapatkan sebuah
simpulan, pengetahuan, atau prasangka
tentang suatu hukum dari pebuatan orang
mukallaf (cakap hukum).”® Sementara
menurut kalangan ulama kontemporer,
ijtihad merupakan sebuah konsep yang
sekaligus mengandung implikasi
metodologis, metodis dan fungsional.
Fazlur Rahman misalnya, mendefinisikan
ijtihad sebagai upaya memahami makna
suatu teks atau preseden di masa lampau
yang mengandung suatu aturan, dan
mengubah aturan tersebut dengan cara
memperluas atau membatasi atau pun

memodifikasinya dengan cara-cara yang
lain sedemikian rupa sehingga suatu
situasi baru dapat dicakup ke dalamnya.”
Menurut Abdullah Ahmed An-Na’im,
penggunaan ijtihad dalam pengertian
umum relevan dengan interpretasi al-
Quran dan sunnah. Ketika suatu prinsip
atau aturan syari’ah didasarkan pada
makna umum atau implikasi yang luas
dari suatu teks al-Quran dan sunnah
berbeda dengan aturan langsung dari teks
yang jelas dan terinci, maka teks dan
prinsip syari’ah itu harus dihubungkan
melalui penalaran hukum.? Agar ijtihad
dapat menghasilkan hukum yang tepat
dan dapat menjawab permasalahan yang
ada, maka harus dilakukan dengan
berbagai pendekatan dan bidang ilmu.

Berangkat dari pemaparan di atas,
maka ijtihad kontemporer dapat diartikan
sebagai sebuah upaya yang dilakukan
oleh orang, baik individu maupun
kolektif yang mempunyai kelayakan dan
kompetensi ilmiah untuk mendapatkan
formulasi hukum yang tepat dengan
mensinergikan metode usul fikih dengan
metode ilmiah serta ~menggunakan
berbagai disiplin ilmu dengan
berlandaskan  sumber-sumber hukum
dengan mempertimbangkan realitas sosial
dan konteks masa dan situasi untuk
mencapai kemaslahatan. [jtihad
kontemporer tidak hanya dilakukan
seorang, akan tetapi secara kolektif,
karena menggunakan berbagai perspektif
dan pendekatan.
2. Model Ijtihad

Schacht sebagaimana  dikutip
Yusdani menegaskan bahwa
yurisprudensi dan legislasi Islam, agar
dapat bersifat logis dan permanen, tengah
membutuhkan basis teoritis yang lebih
tegas dan konsisten. Dengan kata lain,
meminjam ungkapan Esposito lanjut
Yusdani, bahwa kebutuhan mendesak
para pembaharu Islam sekarang jika ingin
menghasilkan ~ hukum  Islam  yang
komprehensif dan berkembang secara
konsisten adalah merumuskan suatu



metodologi sistematis dan mempunyai
akar Islam yang kokoh.?’

J.N.D. Anderson dan John L.
Esposito mempunyai kesimpulan bahwa
pada umumnya metode ijtihad yang
dilakukan di beberapa negara muslim,
termasuk  Indoensia dalam  rangka
pembaruan hukum keluarga adalah
dengan menggunakan ftakhayyur dan
talfig. ** Takhayyur adalah memilih suatu
pendapat atau mengkombinasikan
berbagai pendapat ulama yang paling
cocok dan kontekstual dengan sebuah
kasus hukum. Dengan demikian maka
tidak ada keterikatan dengan salah satu
mazhab tertentu. Takhayyur merupakan
cara yang paling banyak digunakan
masyarakat modern saat menghadapi
problematika kontemporer.” Sementara
talfiy adalah mengambil
(menggabungkan) dua pendapat ulama
atau lebih dalam suatu permasalahan,
sehingga akan memunculkan alternatif
baru dalam fikih *.

Sebagai suatu metode untuk
menemukan hukum, ada beberapa model
;jtthad. Wahbah al-Zuhgyli>dalam kitab
al-Figh  al-Islam wa  Adillatuh™
menjelaskan bahwa sebuah metode
ijjtihad (penalaran hukum) sendiri secara
umum dapat dibagi ke dalam tiga model.
Pertama, pola bayani> yaitu sebuah
metode penalaran hukum yang berangkat
dari semua kegiatan yang berkaitan
dengan kajian kebahasaan (semantik).
Metode ini ditujukan terhadap teks-teks
syariah yang berupa al-Quran dan Hadis
untuk mengetahui bagaimana cara lafaz-
lafaz kedua sumber itu menunjuk kepada
hukum-hukum fikih yang
dimaksudkannya.

Kedua, pola gqiya$i> (analogi),
yaitu usaha untuk menetapkan hukum
Islam yang khususnya tidak terdapat
dalam nasgdengnn cara menganalogikan
dengan kasus (peristiwa) hukum yang
terdapat dalam nasg¢/ karena adanya
keserupaan hukum. * Ketiga, pola
Istisfahy> yaitu suatu metode penalaran
hukum yang mengumpulkan ayat-ayat

umum guna menciptakan  prinsip
universal  untuk  melindungi  atau
mendatangkan  kemaslahatan. Karena
pada dasarnya, esensi dari penetapan
syariat (tasyri’)adalah bertujuan untuk
mendatangkan kemaslahatan.” Prinsip-
prinsip tersebut disusun menjadi tiga
tingkatan. Dgruriyyat (kebutuhan
esensial), Adpfiyyat (kebutuhan primer),
dan tahgiiyyar(kebutuhan kemewahan).
Prinsip-prinsip ini dideduksikan kepada
persoalan yang ingin diselesaikan.**

Pada kesempatan lain, al-Zuhgyli
juga menawarkan metode mu’tadil
mutawazin atau wasatjpPMetode ini pada
dasarnya sama dengan Istisfah>Metode
ini dapat diterima secara syara’ maupun
akal. Hal ini karena; pertama, metode ini
menjaga segala yang sudah tetap dalam
syari’ah; kedua, metode ini
memperhatikan tuntutan-tuntutan
perkembangan atas dasar masfahdh
mursalah, termasuk ‘urf (kebiasaan)
umum, sebagai bentuk pengamalan
semangat syari’at tanpa “menabrak nasg).
Metode inilah yang dipakai oleh para
shabat, tabi’in, dan para imam mazhab di
setiap waktu dan masa. Metode ini
berusaha mewujudkan otentisitas dan
modernitas sekaligus. Metode ini juga
mempertemukan dua hal: pertama, tetap
berpegang teguh pada nasg/dan kedua,
tetap menjaga dan mempertemukan aspek
kemaslahatan dan kebutuhan setelah
melakukan ~ pemahaman  mendalam
terhadap nasg¢/ dan menjelaskan ‘illah-
nya.”

Sementara itu, Yusuf al-Qarddwi>
memberikan tawaran tiga alternatif dalam
melaksanakan  ijtthad  kontemporer,
yakni ijtihad  intiga%ijtihad insya$§3°
dan ijtihad integrasi antara keduanya.
[jtihad intiga%> adalah memilih satu
pendapat dari beberapa pendapat terkuat
yang terdapat pada khazanah fikih Islam
yang penuh dangan fatwa dan keputusan
hukum.””  Sementara ijtihad insya¥>
adalah adalah pengambilan  konklusi
hukum dari suatu persoalan yang belum
pernah  dikemukakan oleh  ulama



terdahulu.”®Tawaran  ketiga  adalah
dengan memadukan antara ijtihad
intiga¥dan insya%>  yaitu memilih

pendapat para ulama terdahulu yang
dipandang lebih relevan dan kuat,
kemudian dalam pendapat tersebut
ditambah unsur-unsur ijtihad baru.*
Dalam kesempatan lain Yusuf al-
Qard3dwi menjelaskan tentang tiga model
ijtihad  kontemporer, yaitu tagni
(legislasi), fatwa dan al- babjfo

Berdasarkan model-model ijtihad
di atas, maka dalam konteks pembaruan
hukum keluarga di Indonesia, model
yang paling cocok adalah metode
mu’tadil mutawazin atau wasatp> atau
istisfahp> Istisfahy atau al-masfhih al-
mursalah  adalah  masfahgh  berupa
kebaikan atau manfaat yang dinilai
dengan pertimbangan logika dan sesuai
dengan tjuan syarak, namun tidak ada
petunjuk dalam nasg}yang mendukung
atau  mereduksinya.”’  Pengembangan
hukum keluarga dengan menggunakan
metode mu’tadil mutawazin dan istisfahp>
bertujuan mencapai kemaslahatan dalam
kehidupan masyarakat Indonesia dengan
memadukan ukuran nasg/ atau teks
dengan pandangan logika atau akal.*
Pemaduan keduanya bertujuan agar
kemaslahatan yang hendak dicapai tidak
liar, lepas dari koridor syarak® serta
hanya menggunakan pertimbangan akal
semata dan realitas sosial. Di samping
itu, pemaduan nasg} dan akal dilakukan
gara ijtthad tidak hanya dogmatis dan
melangit hanya berpegang pada teks atau
nasg} tanpa pertimbangan kemaslahatan
yang realistis dan praktis. Ijtihad
dogmatis yang hanya mempertimbangkan
kemaslahatan tekstual maka tidak akan
dapat mencapai tujuan hukum Islam
secara maksimal, yaitu kemaslahatan
yang membumi yang dapat menjawab
dan menyelesaikan berbagai proble sosial
masyarakat saat ini.

3. Perangkat Ijtihad
Perangkat  ijttihad  merupakan
persyaratan yang harus dipenuhi oleh

seorang mujtahid. Kalau membaca kitab-
kitab wusul fikih ulama klasik, maka
persyaratan  mujtahid akan  selalu
berkaitan dengan hal-hal yang bersifat
tekstual dan berkaitan dengan moralitas
dan integritas mujtahid. Al-Ghazah>
misalnya, mensyaratkan seorang
mujtahid (1) harus mengetahui tentang
hukum-hukum syarak, dan (2) harus adil
serta menjauhi perbuatan maksiat yang
bisa menghilangkan sifat keadilan
seorang mujtahid.** Al-Syatibi>
mensyaratkan dua hal yaitu (1) dapat
memahami  tujuan  syariat  secara
sempurna, (2) dapat menggali suatu
hukum atas dasar pemahaman seorang
mujtahid.45 Menurut Imam al-Syawkahip
mujtahid harus menguasai (1) nas}}al-
Quran dan Sunnah, (2) menguasai
permasalahan ijmak, (3) menguasai
bahasa Arab, (4) menguasai ilmu usul
fikih, (5) nmenguasai naskh dan
mansukh.*® Pada umumnya ulama klasik
dalam membuat kriteria mujtahid tidak
memisahkan antara syarat dan kode etik
seorang mujtahid. Sementara menurut
Yusuf al-Qard3dswiseorang mujtahid harus
memenuhi kriteria: (1) menguasai al-
Quran dan ilmu yang berkaitan, (2)
menguasai  Sunnah dan ilmu yang
berkaitan, (3) menguasai bahasa Arab, (4)
menguasai permasalahan ijmak. Syarat
ini menurut al-Qarddwi adalah berlaku
bagi mujtahid mutlak.?’ Lebih dari itu,
menurut  Yuduf al-Qarddwi> seorang
mujtahid harus mengetahui ilmu-ilmu
humaniora, mengetahui peradaban di
zamannya bidang kesehatan, kimia, olah
raga, hal ini agar hasil ijtihad relevan.*®

Suatu metodologi tentunya
mempunyai perangkat-perangkat yang
menjadi  komponen penting dalam
mecapai sebuah tujuan. Menurut Ahmad
Bu’ud, ijtihad kontemporer setidaknya
mempunyai tiga perangkat pokok, yang
secara singkat adalah:

)l Bl as e G5 iy Loy (ad) i sV



Maksud dari pernyataan di atas,
menurut yang diterjemahkan  dan
dijelaskan oleh Baradikal sebagai berikut:
Perangkat ijtihad kontemporer adalah:
Pertama, Figh al-Nasgdan hal-hal yang
berhubungan dengannya. Hal yang
paling pertama dilakukan oleh seorang
mujtahid ketika  berijtihad  adalah
mencari landasan dalil-dalil hukum yang
terdapat dalam al-Qur’an dan Sunah.
Untuk mencapai kemaslahatan umat dan
ketepatan berijtihad, diperlukan
kerjasama semua komponen yang
berkaitan dengan masalah tersebut, agar
produk hukum tersebut menjadi kuat dan
bijak. Di samping itu beberapa kaidah
dalam memahami teks yang perlu
dimiliki  oleh  seorang  mujtahid
diantaranya; (a) memiliki kapabilitas
dalam pengetahuan bahasa Arab, (b)
mengetahui sebab turunnya sebuah ayat
atau hadis (ashab al-nuzub wa al-
wurud), (c) mengetahui tujuan atau
maksud dari turunnya ayat tersebut
(magasjd  al-Syariah). Kedua, fikih
realitas (al-figh al-wagap), yaitu
pemahaman yang mendalam dan integral
terhadap sebuah obyek atau realitas yang
dihadapi oleh manusia dalam ranah
hidupnya. = Adapun  hal-hal  yang
mencakup figh  al-wagi’adalah:  (a)
memahami dan mengetahui pengaruh-
pengaruh alami  yang muncul di
lingkungan sekitarnya, terutama kondisi
geografis wilayah tertentu dimana
mujtahid tersebut hidup dan tinggal, (b)
mengetahui kondisi sosial
kemasyarakatan dan transformasinya
dalam berbagai bentuk yang memiliki
keterikatan social, yaitu segala sesuatu
yang berhubungan antara satu orang
dengan yang lainnya apapun jenis
hubungan tersebut, baik dalam ranah
agama, budaya, ekonomi, politik atau
militer, (c) di samping memahami realita

sosial yang  melingkupi  sebuah
permasalahan, seorang mujtahid juga
dituntut untuk mempelajari kondisi
psikologi manusia sekitarnya.
Ketiga, ijtihad kolektif (jamaZ%) Ijtihad
kontemporer hanya bisa dilakukan
dengan merealisasikan ijtihad kolektif
(ijtihad jama%p; kecuali ketika keadaan
benar-benar mendesak. Keberadaan
sebuah lembaga atau institusi yang
mengakomodir para mujtahid dari
berbagai bidang ilmu, mutlak diperlukan
di era kontemporer ini.”

Menurut Muhgmmad bin Ibrahim,
mujtahid harus mempunyai multi talenta
terhadap lingkungan
sekitar (mikrokosmos dan mikrokosmis),
individu-individu manusia dan adat
kebiasaan mereka, kondisi sosiologisnya
dan politik dalam negeri maupun luar
negeri sehingga tidak bersifat konservatif
eksklusif pada sesuatu hal yang baru.’!
Menurut Syamsuddin, seorang mujtahid
harus menguasai berbagai ilmu, dan tidak
hanya ilmu tentang teks, akan tetapi juga
ilmu sosial humaniora, seperti sejarah.’
Di antara mujtahid jami’, harus ada yang
menguasai ilmu ilmu sosiologi dan
antropologi dan yang terpenting adalah
penguasaan sains modern, agar ijtihad
yang dihasilkan benar-benar relevan dan
menjawab persoalan kontemporer.

Penguasaan metode ijtihad klasik
atau usul fikih dan berbagai ilmu
humaniora dan sains modern menjadi
keharusan bagi para mujtahid
kontemporer. Hal ini merupakan usaha
untuk mensinergikan antara metode usul
fikih klasik dengan metode ilmiah
modern. Kedua metode ini memang harus
disinergikan dalam rangka ijtihad yang
fresh dan kontekstual yang dapat
digambarkan dengan skema sebagai
berikut:



Metode Ilmiah Metode usul fikih
kontemporer Klasik

% [jtihad Kontemporer <‘J

iyt

Problem-problem Kontemporer

iys

Gamb: Fikih Kontemporer

s antara
metode usul fikih klasik dengan metode
Imiah modern

Sinergitas antara kedua metode di
atas diharapkan akanmenghasilkan fikih
kontekstual dan aktual atau fikih
kontemporer. Fikih yang humanis yang
dapat menjawab berbagai persoalan
aktual dalam kehidupan masyarakat.

D. Ijtihad Kontemporer: Solusi
Problematika Hukum Keluarga
Kontemporer

Ijtthad kontemporer atau fresh
ijtihad perlu dilakukan dalam rangka
menjawab  permasalahan-permasalahan
kontemporer yang merupakan salah satu
karakteristik muslim progresif.5 ? Hal ini
dalam rangka menyiapkan payung hukum
terhadap fenomena baru yang muncul
seiring dengan perkembangan zaman.
Fikih klasik nampaknya tidak dapat
menjawab secara komprehensif terhadap
problem-problem kontemporer. Faruq
Abu Zayd yang menyatakan bahwa
pandangan fikih para Imam Mazhab tidak
lain kecuali merupakan refleksi sosial,
budaya dan politik masing—masing.54
Syeikh Syalabi> sebagaimana dikutip
Huysein Muhdmmad mengatakan
“perubahan hukum sama sekali bukan
berarti pembatalan (terhadap hukum-
hukumTuhan).”55

Fresh ijtihad perlu dilakukan
dalam rangka melakukan pembaruan
hukum keluarga di Indonesia. Penulis
menawarkan kerangka berfikir dalam
rangka pembaruan hukum keluarga di
Indonesia sebagai berikut:

Perubahan
(change) dan Nash (Al-
perkembangan Quran dan al-
(development) sunnah)

Ijtihad kontemporer

il

Hukum Keluarga
Kontemporer

Il

Kemashlahatan

Gambar 2: Skema Tawaran kerangka
fikir pembaruan hukum keluarga di
Indonesia

Penjelasan dari skema kerangka
berfikir di atas adalah sebagai berikut:

Pertama, nasg} atau teks yang
berupa ayat al-Quran dan Sunnah yang
terkait dengan hukum keluarga yang di
dalamnya ada nilai-nilai  moralitas
sebagai spirit (ruAy untuk menciptakan
kemaslahatan bagi kehidupan manusia,
baik sebagai individu maupun makhluk
sosial. Nasg} tersebut berlaku bagi umat
manusia (muslim) secara universal, tidak
terbatas ruang dan waktu. Artinya,
perubahan zaman tidak akan Dbisa
merubah aturan yang ada di dalam nasg/
tersebut, dan spirit untuk menciptakan
kemaslahatan selalu melekat dengan nasg/
tersebut.”®  Nasg) berhadapan dengan
perubahan dan perkembangan fenomena
serta permasalahan seiring dengan
perkembangan zaman. Perlu usaha dari
orang yang berkompeten (mujtahid)
untuk mengkomunikasikan teks tersebut
dengan perubahan sehingga kemaslahatan
yang menjadi ruh/ nya akan selalu
compitable dengan perubahan zaman.

Kedua, change dan development.
Perubahan  sosio-kultural —masyarakat
akibat perkembangan zaman membawa
pengaruh signifikan terhadap perilaku
serta menimbulkan fenomena baru dalam
kehidupan masyarakat. Perubahan dan
perkembangan  tersebut  merupakan



sunnatullah. Fenomena yang berkembang
tidak selamanya diatur dan ter-cover oleh
teks atau nasg} oleh karena itu perlu
dilakukan ijtihad.

Ketiga, ijtihad kontemporer, yaitu
sebuah usaha dari  mujtahid untuk
mengkomunikasikan dan  mengkon-
tekskan teks-teks atau nasg/ yang terkait
dengan  hukum  keluarga  dengan
perkembangan zaman dengan segalam
produknya. Ijtihad ini dapat dilakukan
dengan berbagai model sebagaimana
dijelaskan pada sub-bab di atas, untuk
mencapai dan menciptakan
kemaslahatan, hanya saja jangan sampai
bertentangan dengan nasgfitu sendiri.

Keempat, hukum keluarga
kontemporer, merupakan hasil ijtihad
dengan berangkat dari nasg/dan spiritnya
untuk menegakkan norma dan tuntunan
moral terkait dengan hukum keluarga.
Norma dan moralitas tersebut kemudian
dibakukan dalam sebuah aturan hukum
yang mengikat dan Dberlaku bagi
masyarakat muslim di Indonesia yang
kontekstual. Oleh karena itu harus
mengakomodasi kultur dan kemajemukan
masyarakat Indonesia.”’  Selain itu,
hukum keluarga kontemporer ini harus
mengakomodasi  tuntutan  nilai-nilai
kemanusiaan dalam kehidupan dunia
global, seperti kesetaraan gender dan
HAM. >

Kelima, adalah kemaslahatan
yang menjadi tujuan dari nasg/atau teks
al-Quran dan Sunnah. Hukum harus
dapat menciptakan kemaslahatan bagi
manusia, baik kemaslahatan yang akan
dicapai melalui perhitungan yang pasti,
maupun dengan asumsi yang kuat.”
Kemaslahatan ini akan tercipta dengan
adanya aktivitas ijtthad kontemporer
yang menghasilkan aturan hukum yang
aktual dan kontekstual.

Beberapa pengamat menyimpul-
kan bahwa aspek-aspek yang
membutuhkan pembaruan dalam hukum
Islam, termasuk hukum keluarga di
Indonesia yaitu menyangkut isu-isu Hak
Asasi Manusia (HAM), demokrasi, dan

kesetaraan gender. Ketiga isu ini
terutama HAM dan kesetaraan gender
ironisnya terdapat banyak dalam bidang
hukum keluarga. Dengan menggunakan
kriteria metode pembaruan dan justifikasi
yang diutarakan Wahbah al-Zuhgyli>
persoalan pembaruan hukum dalam
bidang hukum keluarga hampir-hampir
tidak dapat dilakukan sama sekali.
Pembaruan hukum keluarga di Indonesia
terasa sulit ketika orang menjadi tabu
untuk mempersoalkan paradigma-
paradigma yang digariskan oleh usul
fikih, padahal paradigma tersebut juga
produk penafsiran yang tidak steril dari
pengaruh kondisi dan situasi.®

Pembaruan hukum keluarga di
Indonesia perlu memperhatikan
pentingnya hak seksual yang seimbang
antara suami dan istri, karena selama ini
istri mendapatkan  doktrin  bahwa
menolak berhubungan seksual dengan
suami akan mendapatkan laknat. Hal ini,
dalam keadaan tertentu akan berdampak
negatif pada istri sebagai seorang wanita,
baik scara psikologis maupun fisik.
Misalnya stres, depresi dan atau sakit
fisik. Memang sudah ada Undang-
Undang No. 23 tahun 2004 tentang
Penghapusan Tindak Kekerasan dalam
Rumah Tangga yang di dalamnya
membahas mengenai kekerasan
seksual,61 namun demikian  perlu
penjelasan lebih rinci dan aturan yang
lebih tegas dalam undang-undang hukum
keluarga.

Perlu perumusan hukum
perkawinan yang dapat diakui sebagai
hukum agama dan sekaligus hukum
negara. Karena selama ini masih ada
dualisme hukum perkawinan, antara
hukum agama dan hukum negara,
misalnya masalah pencatatan perkawinan
dan  masalah  perceraian. = Hukum
perkawinan di Indonesia mensyaratkan
adanya pencatatan perkawinan,
sementara fikih (hukum Islam) tidak.
Begitu juga masalah perceraian, menurut
hukum perkawinan perceraian yang valid
dan mempunyai kekuatan hukum yang



tetap adalah perceraian yang dilakukan
melalui proses sidang di pengadilan.
Sementara menurut fikih, kapan pun dan
di mana pun perceraian  yang
diungkapkan oleh suami dalam keadaan
sadar maka akan mengakibatkan jatuh
talak.®

Berangkat dari pemaparan di atas,
maka perlu aplikasi teori-teori ijtihad
sebagaimana yang telah dijelaskan di
atas, terutama metode mu’tadil
mutawazin atau istisfahyang ditawarkan
Wahbah al-Zuhgyli> [jtthad kontemporer
dengan memadukan kemaslahatan antara
nasy} dan kemaslahatan berdasarkan
pertimbangan akal dengan tidak hanya
berpegang apa yang tertulis pada bunyi
teks (nasgj}atau undang-undang) dalam
bidang hukum keluarga.

[jtihad dengan metode mu’tadil
mutawazin dalam mencapai maslahat®
telah  dilakukan oleh =~ Mahkamah
Konstitusi. Pada tanggal 27 Februari
2012, Mahkamah Konstitusi (MK)
membuat  keputusan No. 46/PUU-
VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi
anak luar nikah. Pasal 43 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan menyatakan, “Anak
vang dilahirkan di luar perkawinan
hanya mempunyai hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya”,
karena bertentangan dengan UUD 1945
dan  dalam  rangka  menciptakan
kemaslahatan kepastian dan perlindungan
hukum bagi perempuan dan anak yang
dilahirkannya, maka harus dibaca:

“Anak yang dilahirkan di luar
perkawinan mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya  serta dengan laki-laki
sebagai  ayahnya yang  dapat
dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan/atau
alat bukti lain menurut hukum
mempunyai hubungan darah,
termasuk hubungan perdata dengan
keluarga ayahnya » 6

Putusan MK tersebut memiliki
tujuan untuk melindungi dan menjamin

hak setiap warga negara agar tidak
dirugikan oleh pihak lain, terlebih oleh
negara. Ada beberapa dimensi penegakan
HAM dalam putusan MK No. 46/PUU-
VIII/2010 di atas, yaitu jaminan dan
perlindungan atas sebuah perkawinan,65
jaminan dan  perlindungan atas
kelangsungan hidup seorang anak® serta
jaminan dan  perlindungan atas
perlindungan dan kepastian hukum.®’
Ketiga hak tersebut merupakan hak dasar
bagi setiap manusia yang harus dijamin
dan dilindungi.®® Putusan MK tersebut
berakibat pada lima hubungan
keperdataan bagi setiap anak yang lahir,
meskipun di luar perkawinan yang sah.
Hubungan keperdataan tersebut yaitu,
nafkah, perwalian, baik terhadap harta
maupun diri, juga dalam perkawinan,
kewarisan, larangan perkawinan
(mahgam).”® Namun demikian, bagi yang
beragama Islam, tetap berlaku ketentuan
yang berlaku dalam hukum Islam, dalam
hal waris misalnya, bisa dengan cara
wasiat wajibah.

Uraian di atas menunjukkan
dengan jelas bahwa ijtthad yang
dilakukan MK, meskipun bertujuan
menciptakan  kemaslahatan  duniawi,
namun tetap berpegang pada aturan nasg/
[jitthad semacam inilah yang harus
dilakukan agar hukum keluarga di
Indonesia dapat berakselerasi dengan
perkembangan zaman dan menjadi solusi

yang tepat terhadap berbagai
permasalahan hukum keluarga
kontemporer.
E. Penutup

Perlu ijtihad kontemporer dan
segar (fresh ijtihad) dalam rangka untuk
menjawab berbagai macam problem
sosial kontemporer dalam bidang hukum
keluarga. Ijtihad kontemporer dilakukan
dengan mensinergikan antara metode
usul fikih klasik dengan metode ilmiah
modern. Banyak persoalan yang harus
diakomodir dalam rangka menghasilkan
hukum keluarga yang compitable dengan
kehidupan masyarakat modern saat ini.



Pembaruan hukum keluarga di Indonesia
harus berlandaskan pada nasg§/  dan
mempertimbangkan kemaslahatan
masyarakat, seperti kesetaraan gender,
HAM dan perkembangan sains dan
teknologi modern, serta perkembangan
sosio-kultural masyarakat.

[jtihad kontemporer dalam rangka
menghasilkan produk hukum
kontemporer yang paling mungkin
dilakukan dalam rangka melakukan
pembaruan hukum keluarga di Indonesia

Catatan Akhir:

Mengenai perubahan zaman dan
efeknya terhadap kehidupan umat Islam,
Abdullah Saeed menjelaskan ...The epoch
making changes in the world over the past 150
years have affected muslims as well as non
muslim and altered significantly how we see the
world.  These  changes are  enormous:
Globalization, Migration, Scientific &
technological revolutions, Space exploration,
Archaeological  discoveries, Evolution and
genetics, Public education and literacy, Increased
understanding of the dignity of human person,
Greater interfaith interaction, The emergence of
nation-states  (and the concept of equal
citizenship) and Gender equality. Lihat Abdullah
Saeed, Interpreting the Qur’an: Towards a
contemporary approach (New York NY:
Routledge, 2006), him. 2.

> Hukum Islam merupakan salah satu
ruang ekspresi pengalaman agama yang amat
penting dalam kehidupan orang muslim, sampai-
sampai seorang pengkaji mengatakan “Hukum
Islam adalah ikhtisar pemikiran Islam, manifestasi
paling tipikal dari cara hidup muslim, dan
merupakan inti dan saripati Islam itu sendiri”.
Lihat Syamsul Anwar, ‘“Pengembangan Metode
Peneltian Hukum Islam” dalam Ainurrofiq (ed.),
“Mazhab” Jogja, Mengagas Paradigma Usul
Figh Kontemporer (Yogyakarta: Aruzz Press,
2002).

3 Pembahasan mengenai kompatibilitas
fikih menjawab tantangan dan fenomena zaman,
lebih lanjut baca Muhammad Syahrur, al-Kitdb
wal-Quran Qira‘th Mu’ asyah (Damskus: al-Halli
Publishing, 1990), him. 9.

* Berkaitan dengan banyak hal, era
modern saat ini telah mengantarkan fikih (hukum
Islam) pada posisi problematis dan dilematis.
Fikih bukan hanya kesulitan menuntaskan
berbagai masalah dan isu sosial yang dihadapi
tapi juga masih gagap  mendefinisikan

adalah dengan menggunakan metode
mu’tadil mutawazin atau dengan metode
istisfahP>Metode ini menjaga segala yang
sudah tetap dalam syari’ah, serta
memperhatikan tuntutan-tuntutan
perkembangan atas dasar masfahih
mursalah, termasuk ‘urf (kebiasaan)
umum. Metode ini juga mempertemukan
kemaslahatan dalam nasg/ dan maslahat
manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

kediriannya, terutama dalam konteks
merumuskan metode hukum yang viable
dipergunakan menuntaskan berbagai masalah
tersebut. Dalam pandangan Coulson, problem
inilah yang merupakan di antara sebab terjadinya
,konflik dan ketegangan antara teori dan praktek
dalam sejarah penelitian dan penerapan hukum
Islam. Sri Lum’atus Sa’adah, “Transformasi Fikih
Klasik Menuju Fikih Kontemporer: Sebuah
Tawaran Penemuan Hukum Islam Melalui
Metode Double Movement” dalam Jurnal
Falasifa, Vol. 3, No. 1 Maret 2012, hlm. 136.

> Ibid., hlm. 135.

® Juhaya S. Praja, “Aspek Sosiologi
dalam Pembaharuan Figh di Indonesia” dalam
Noor Ahmad, dkk, Epistmologi Syara’: Mencari
Format Baru Figh Indonesia (Jakarta: Walisongo
Press, 2000), him. 119.

7 Hasan al-Turabi, Figh Demokratis:
dari Tradisionalisme Kolektif ~ Menuju
Modernisme Populis (Bandung: Arasy, 2003),
hlm. 50. Hasan al-Turabi adalah salah satu
intelektual Muslim yang menyuarakan urgensi
pembaruan Figh dan Usul Figh, tokoh lain adalah
Abdul Hamid Abu Sulayman, Muhammad
Shahrur, Muhammad Arkoun dan Fazlur Rahman.
Baca Nirwan Syarfin, “Konstruksi Epistemologi
Islam: Telaah Bidang Fiqih dan Ushul Figih”
dalam Islamia, Vol. Il No. 5, April-Juni 2005,
hlm. 45-46.

¥ Fresh Ijtihad merupakan istilah yang
digunakanoleh Abdullah Saeed. Lihat Abdullah
Saeed, Islamic Thought An Introduction (London
and New York: Routledge, 2006), hlm . 150-151.
Sementara ijtihad Kontemporer (ijtihad al-
Mu’asirah) adalah istilah yang digunakan Yusuf
al-Qarddwi>dan Ahmad Bu’ud. Lihat Yusuf al-
Qarddwi, al-Ijtihad fi al-Syariah al-Islamiyah
maa Nazdrah Tahfilyyah 17 al-Ijtihad al-Mu’asjr
(Kuwait: Dar al-Qalam 1li al-Nasry wa al-Tawz1',
1999). Lihat juga Ahinad Bu'ud, al-Ifjtihad bayna
Hiqiy al-Tatikh wa Matgllibat al-Wagi' (Kairo:



Dapal-Salam, 2005).

9 Imam Mustofa, “Optimalisasi
Perangkat dan Metode Ijtihad sebagai Upaya
Modernisasi Hukum Islam: Studi Pemikiran
Hasan Hanafi dalam Kitab Min al-Nass lla al-
Wagqi”, dalam Jurnal Hukum Islam, Vol. 9, No. 2,
Desember 2011, hlm. 155.

10 Ahmad Imam Mawardi, “Sisi Positif
Taqliid dalam Sejarah Perkembangan Hukum
Islam”, dalam Islamica, Vol. 5, No. 2, Maret
2011, hlm. 245.

! Para ulama seperti Imam Jakfar Sadiq,
Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i,
Imam Ibn Hanbal, al-Nakha’i, Imam al-Shuri, dan
seterusnya menjadi para mujtahid yang memiliki
kompetensi luar biasa dalam menjawab
perkembangan zaman. Sehingga, berbagai
problematika yang berkembang sekian abad di
masa lalu ini akhirnya dapat terjawab dan
terselesaikan lhat MN. Harisudin, “Ijtihad dan
Taqlid dalam Pandangan KH. Abd. Muchith
Muzadi”, dalam Jurnal Falasifa, STAI Al-Falah
As-Sunniyyah, Vol. 2 No. 2 September 2011,
hlm. 53.

'> Lebih lanjut baca Syamsuddin bin
Muflih al-Muqaddasi al-Hanbali, Us#s al-Figh,
(Riyad: Maktabah al-Ubaikan, 1999), him. 1529.

'3 Abdul Halim ‘Uways, Figh Statis dan
Dinamis (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1998), hlm.
13.

"* Amir Syarifuddin, Usul Figh (Jakarta:
Logos Wacana Ilmu, 2001), II: 254.

!> Lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun
1974 merupakan manifestasi pembaruan hukum
Islam di Indonesia. Meskipun perkembangan
hukum Islam, khususnya yang terkait dengan
hukum keluarga di Indonesia sangat terlambat
dibanding dengan negara-negara muslim lain.
Turki melakukan pembaruan hukum keluarga
pada tahun 1917, Lebanon pada tahun 1919,
Mesir pada tahun 1920, Iran pada tahun 1930,
Yordania pada tahun 1951, Syria pada tahun
1953, Tunisia pada tahun 1956, Maroko pada
tahun 1957, Irak pada tahun 1959, Algeria pada
tahun 1959, dan Sudan pada tahun 1960. Lihat
Tahir Mahmood, Family Law Reform in the
Muslim World (India: Indian Law Institute, 1972),
hlm. 115-164. Baca juga Tahir Mahmood,
Personal Law in Islamic Countries: History Text
and  Comparative  Analysis (New  Delhi:
Academiy of Law and Religion, 1987).

® Secara umum ada tiga bentuk
pembaruan hukum Islam di negara-negara
muslim;  pertama, melalui legislasi atau
perundang-undangan; kedua, melalui dekrit
presiden atau raja; ketiga, melalui ketetapan-
ketetapan hakim. Lihat Tahir Mahmood, Family
Law Reform, him. 64.

7" Proses globalisasi  diperkirakan

semakin bertambah cepat pada masa mendatang,
Colin Rose sebagaimana dikutip Nur Kholish
menyayakan bahwa dunia sedang berubah dengan
kecepatan langkah yang belum pernah terjadi
sebelumnya. Kehidupan masyarakat termasuk
kehidupan hukum dan ekonominya menjadi
semakin kompleks. Lihat Nur Kholish, “Urgensi
Ijtihad Akademik dalam Menjawab Problematika
Muamalah Kontemporer” dalam  Jurnal
Almawarid, Edisi XIV tahun 2005, hlm. 180.
Persoalan-pesoalan hukum dalam berbagai
aspeknya  yang  dulunya tidak  pernah
terbayangkan muncul, pada era globalisasi ini
muncul dan berkembang dengan cepat. Padahal
wahyu tidak akan turun lagi karena Rasulullah
Saw. sebagai rasul terakhir telah wafat dan al-
Qur’an telah tamat. Sementara tidak semua
persoalan-persoalan  hukum  yang  muncul
kontemporeri dalam era globalisasi dijawab
dengan gamblang oleh ayat-ayat al-Quran dan
hadis Rasulullah Saw. Hasan al-Turabi, Qadgpa>
al-Tajdid (Khartutn: Ma’had al-Buhyi3| wa al-
Diragah al-Ijtima*yyah, 1990), hlm. 50-51.
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